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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah suatu negara yang menjadikan hukum sebagai hal yang 

utama dalam penegakan keadilan dan juga mengatur berbagai aspek kehidupan di 

masyarakat. Sesuai dengan apa yang tertulis pada UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 bahwa peran hukum sangat vital untuk mengurus kehidupan 

bermasyarakat dan yang secara jelas dijadikan pedoman untuk masyarakat yang lahir 

dan hidup di negara Indonesia.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menetapkan, antara lain, bahwa negara wajib melindungi hak asasi warga 

negara dan memajukan harkat dan martabat manusia. Jika membicarakan tentang 

hukum tidak akan terlepas dengan kehidupan masyarakat, karena hukum yang baik 

adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (Living Law). 

Terlahirnya sebuah negara dimaknai dengan tujuan untuk terbangunnya 

kemakmuran bagi rakyatnya tanpa terkecuali. Sesuai dengan apa yang tertulis pada 

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, 

                                                             
1 Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (Bandung : PT. Refika Aditama. 2007), hlm. 25 
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mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial”.2 

Pengertian pada makna dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 akan tercipta dengan catatan Negeri Indonesia dapat 

menggunakan segala potensi yang ada dengan maksimal. Akan tetapi, selalu timbul hal 

– hal yang menjadi penghambat untuk tercapainya cita – cita di atas. Berbagai hasil 

yang dilakukan menemukan satu jawaban yang masyarakat sepakat akan hal ini, 

mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi masalah utama bagi Indonesia 

yang perlu diperhatikan dengan serius untuk dilakukan pembenahan. 

Bentuk kejahatan yang memiliki sifat destructive dalam segi moralitas dan 

mental masyarakat berbangsa, kejahatan itu bernama korupsi. Tindak Pidana Korupsi 

yang praktiknya sering dijumpai di negara ini memiliki sifat  yang sistemik dan tidak 

dapat gelap mata bahwa kejahatan korupsi sudah mewabah di dalam kehidupan 

masyarakat. Hal tersebut pun berimbas langsung bagi negara yang secara jelas 

menanggung kerugian yang disebabkan dari hasil korupsi yang juga menimbulkan efek 

domino yang bersifat negatif. Sesuai dengan yang tertulis di atas, telah dinyatakan 

bahwa korupsi tidak cocok lagi dianggap sebagai tindak pidana di lingkup kejahatan 

biasa (ordinary crime) namun sudah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary 

crime). 

                                                             
2Ramsum Rangkuiti, “Kedudukan dan Makan Pembukaan UUD 1945”, Diakses 

https://fahum.umsu.ac.id/kedudukan-dan-makna-pembukaan-uud-1945/, pada 4 September 2024 

https://fahum.umsu.ac.id/kedudukan-dan-makna-pembukaan-uud-1945/
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Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindakan yang menghasilkan kerugian 

negara secara besar demi kepentingan pribadi maupun sebuah kelompok. Korupsi 

sendiri termasuk ke dalam suatu Tindak Pidana jenis kejahatan khusus yang sangat 

merusak kestabilan perekonomian negara. Korupsi sendiri sering diartikan kepada 

orang atau suatu kelompok yang melakukan suatu hal keji yang bertujuan mendapatkan 

uang dan kekuasaan yang pada hal ini tidak mempedulikan seluruh masyarakat yang 

secara langsung menjadi korban atas keserakahan orang atau suatu kelompok. Pada 

Tindak Pidana Korupsi sendiri memiliki ciri khas tersendiri. Pertama, tindakan ini 

dilakukan secara berkelompok dan terorganisir. Kedua, kegiatan tersebut dilakukan 

dengan prosedur – prosedur licik yang membuat pembuktian tindakan ini sangat sulit 

untuk dibuktikan. Ketiga, tindakan ini tidak jauh dari sosok – sosok yang memiliki 

kuasa atau wakil rakyat. Dan keempat, hal tersebut pastinya merugikan masyarakat 

karena hal yang dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Korupsi ini mencuri uang 

yang seharusnya menjadi hak masyarakat itu sendiri. 

Korupsi mewakilkan kata kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dan suatu 

penyimpangan dari kesucian.3 Korupsi merupakan tindakan kriminal dan tidak jujur 

yang merugikan keuangan negara, menurut Subekti dan Tjitrosoedibio. Selain itu, 

Baharudin Lopa mengutip karya David M. Chalmers yang berpendapat bahwa korupsi 

mempengaruhi beberapa domain, termasuk masalah penyuapan, manipulasi sektor 

ekonomi, dan kepentingan publik. Hal tersebut diambil dari definisi yang berbunyi 

                                                             
3 Evi Hartanti, “Tindak Pidana Korupsi”, Cet 5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 9 



4 
 

 
 

“Financial manipulations and  delection injurious to the economy are often labeled 

corrupt”.4 

Tindak pidana korupsi telah didefinisikan sebagai tujuh perbuatan pidana 

tersendiri dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang bertujuan untuk memberantas tindak 

pidana korupsi, sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 yang mengubah UU No. 31 

Tahun 1999, tindak pidana korupsi dibagi lagi menjadi tujuh jenis, yaitu: 

1. Kerugian Keuangan Negara 

Pasal 2 “melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara”. Pasal 3 “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri karena jabatan atau 

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara”. 

2. Suap meyuap, berupa memberi atau menerima sesuatu, hadiah atau menjajikan 

sesuatu kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim dan advokat (Pasal 5, 

Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13). 

3. Penggelapan dalam jabatan, penggelapan yang dilakukan Pegawai Negeri atau bukan 

Pegawai Negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan jabatan dan menggelapkan 

uang atau membiarkan penggelapan, memalsukan buku untuk pemeriksaan 

                                                             
4 “kementrian pendidikan dan kebudayaan RI direktorat jenderal pendidikan tinggi, pendidikan 

anti korupsi untuk perguruan tinggi,” Cet 1, (Jakarta : Kemeristekdikti,2011), hlm. 134 
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administrasi, merusak bukti, membiarkan atau membantu orang lain merusak bukti 

(Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10). 

4. Pemerasan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menyalahgunakan 

kekuasaan memaksa seseorang untuk memeberikan sesuatu, membayar atau 

menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya 

sendiri (Pasal 12). 

5. Perbuatan curang, berupa berbuat curang atau membiarkan perbuatan curang yang 

dapat membahayakan keamanan orang, barang atau keselamatan Negara yang 

dilakukan oleh pemborong, ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI dan 

POLRI, petugas yang mengawasi penyerahan barang, penerima penyerahan bahan 

bagunan (Pasal 7, Pasal 12). 

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, Pegawai negeri atau pejabat publik yang 

turut serta dalam pembelian, penyewaan, atau penyerahan barang/jasa yang menjadi 

kewenangannya, tunduk pada ketentuan Pasal 12. 

7. Gratifikasi, dilakukan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila 

berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya 

dengan tidak melaporkan adanya perbuatan tersebut kepada Komisi Pemberantasan 

Korupsi (Pasal 12). 

Dalam menguak suatu perkara pada suatu tindak pidana yang mana pada kasus 

yang akarnya dari sebuah kelompok yang memiliki rasio intlektual yang tinggi atau 
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mereka yang memiliki kuasa cukup sulit.5 Keberlangsungan penemuan sebuah fakta 

juga sangat sulit di dapat, yang dimana menghasilkan penanganan perkara menjadi 

lambat dan juga terpaksa selesai karena ketidakmampuan menemukan fakta. Kejahatan 

yang sulit untuk diungkapkan ketika berhadapan dengan masalah seperti korupsi, 

perdagangan manusia, terorisme, atau narkoba. Seseorang atau kelompok yang dapat 

membantu penegakan hukum diperlukan untuk membantu penyelesaian kasus tersebut. 

Pada hukum pidana sendiri ada peluang untuk seorang pelaku untuk melakukan suatu 

kegiatan kerjasama dengan aparat penegak hukum yang hal ini dapat membuat aparat 

penegak hukum mempertimbangkan untuk memberi keringanan hukuman dan juga 

pemberian perlindungan kepada pelaku tersebut yang bersedia membantu. Pelaku yang 

bersedia untuk membantu aparat penegak hukum untuk mempermudah mendapatkan 

sebuah fakta dalam suatu kasus tersebut di juluki Justice Collaborator.6 

Justice Collaborator adalah status bagi seseorang pelaku namun bukan sebagai 

aktor utama kejahatan dan memiliki tujuan untuk dapat membongkar sebuah perkara 

yang ia ikut terjun ke dalamnya. Pada hakikatnya, Justice Collaborator dan 

Whistleblower memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Sering sekali rakyat salah 

menilai bahwa Justice Collaborator dan Whistleblower itu sama, Berbagai lembaga 

                                                             
5 River Yohanes Menalu, “Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex 

Crimen (Januari 2015), hlm. 153, https://www.neliti.com/id/publications/3230/justice-collaborator-

dalam-tindak-pidana-korupsi, Diakses pada tanggal 4 September 2024 
6 Dwi Oktafia, Nita Ariyani. “Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator 

Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Fakultas Hukum Universitas Janadabra. Vol. 27, 2020, 

https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/13841/10407/41085, Diakses pada 3 September 

2024 

https://www.neliti.com/id/publications/3230/justice-collaborator-dalam-tindak-pidana-korupsi
https://www.neliti.com/id/publications/3230/justice-collaborator-dalam-tindak-pidana-korupsi
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/13841/10407/41085
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penegak hukum telah mencapai konsensus tentang aturan untuk membedakannya. 

Tujuan dari aturan yang baru dirancang ini adalah untuk memastikan keselamatan 

korban yang ingin bersaksi sebagai saksi dan mereka yang telah melakukan kejahatan 

dan ingin membantu penegak hukum.7 Perlakuan terhadap pelapor kriminal 

(whistleblower) dan saksi yang bekerja sama (justice collaborator) dalam kasus 

kriminal tertentu dirinci dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 

2011, yang merupakan seperangkat aturan tertulis. 

Ada berbagai kriteria bagi suatu tindak pidana yang membutuhkan keberadaan 

dari Justice Collaborator yang termasuk dalam kategori ini adalah kejahatan yang 

dianggap luar biasa, transnasional, dan terorganisasi. Menurut peraturan, kejahatan 

terorganisasi mencakup berbagai macam kegiatan ilegal, termasuk tetapi tidak terbatas 

pada: narkoba/psikotropika, terorisme, korupsi, perdagangan manusia, dan pencucian 

uang. Persatuan Bangsa – Bangsa mengartikan kejahatan terorganisasi adalah suatu 

tindak pidana yang memiliki dampak masive yang dilakukan oleh suatu kelompok 

dengan terorganisasi yang bertujuan memperkaya setiap individu yang termasuk ke 

dalamnya dengan tidak memperdulikan masyarakat yang menjadi korban dari hal 

tersebut. Tindak pidana terorganisasi pastinya selalu memakan banyak korban yang 

                                                             
7 Fadli Razeb Sanjani. “Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia”. JOM Fakultas Hukum, Vol. 02, No. 02, hlm. 1-14, 2015, 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7941, Diakses pada tanggal 3 September 

2024 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7941
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dirugikan karena korupsi yang dilakukan oleh suatu kelompok demi kepentingan 

pribadi. 

Dalam hal ini, Schrager dan Short menjelaskan kejahatan terorganisasi yakni 

“Organizational crimes are ilegal acts of omission or comission of an individual or a 

group of individuals in a legitimate formal organization in accordance with the 

operative goals of organization which have a serious physical or economic impact on 

employees, consumers or the general public”. Hal tersebut mengandung arti bahwa 

kejahatan terorganisasi  dapat terealisasikan dengan adanya kelalaian dan kesengajaan. 

Kejahatan terorganisasi memiliki hubungan dengan kejahatan transnasional karena 

kejahatan terorganisasi sering sekali timbul bersamaan dengan kejahatan transnasional 

yang bertujuan untuk menyembunyikan hasil dari kejahatan. Hasil kejahatan 

terorganisasi sering disembunyikan pada negara – negara yang tidak tersentuh atau 

terlibat dari aksi kejahatan tersebut untuk terhindar dari penyitaan atau perampasan.8 

Tindak pidana transnasional sesuai dengan pendapat Letizia Paoli adalah 

tindakan yang diatur sebagai sebuah tindak pidana yang lebih dari satu yuridiksi yang 

berpotensi mengancam kepentingan hukum.9 Tindak pidana transnasional ini memiliki 

berbagai potensi untuk dapat mengancam keamanan nasional. Penerapan prinsip-

prinsip universal yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewenangan untuk 

menangkap, memenjarakan, dan menghukum individu sebagai penjahat di mana pun 

                                                             
8 Hidayatullah. “Perlindungan Hukum Justice Collaborator  dalam Sistem Peradilan 

Pidana”. (Jawa Timur : Qiara Media, 2021) 
9 Ibid, hlm. 16 
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kejahatan dilakukan, merupakan ciri khas kejahatan transnasional. Kebanyakan orang 

menganggap kejahatan transnasional dan terorganisasi sebagai versi sederhana dari 

kejahatan luar biasa. Ketika hak seseorang untuk hidup, hak sosial, atau hak ekonomi 

dilanggar dengan cara yang parah, hal itu dianggap sebagai kejahatan luar biasa. 

Praktik korupsi di Indonesia telah mewabah terhadap setiap individu dan 

dilakukan secara sistematis yang menimbulkan terhambatnya perekonomian negara 

Indonesia yang seyogyanya uang yang di korupsi tersebut diperuntukan untuk 

pembangunan dan keberlanjutan untuk masyarakat yang lebih makmur. Di karenakan 

mental miskin yang telah dimiliki oleh para wakil rakyat dan menjadi contoh buruk 

bagi masyarakat jadi semakin sulit untuk membasmi praktik korupsi itu sendiri.10 

Akibat dari kerugian negara atas praktik korupsi dapat kembali dengan adanya Justice 

Collaborator yang dimana dapat menguak hasil dari praktik korupsi tersebut 

dialokasikan kemana atau bentuk apa yang biasanya menimbulkan tindak pidana 

terbaru yaitu pencucian uang. 

Dalam hakikatnya, Justice Collaborator memiliki peran yang besar untuk 

mengungkap praktik korupsi pada setiap lembaga negara.11 Namun, pada penerapan 

Justice Collaborator sendiri juga sering ditemukan tidak sesuai dengan hakikatnya. 

Justice Collaborator sendiri di pandangan para tersangka yang melakukan tindak 

                                                             
10 Ibid, hlm. 24 
11 Esti Kanti Pertiwi, Noor Rahmad. “Tinjauan Norma Hukum Justice  Collaborator dan 

Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 

Perspektif : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 25, No. 02, 2020, http://www.jurnal-

perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/768, Diakses pada tanggal 3 September 2024 

http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/768
http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/768
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pidana adalah sebuah harapan untuk dapat mengurangi masa hukuman mereka dengan 

berkooperatif kepada aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana, 

salah satunya tindak pidana korupsi. Fenomena ini ditemukan pada kasus korupsi yang 

terjadi pada tahun 2017 mengenai proyek pengadaan E-KTP yang telah terbukti 

merugikan negara mencapai Rp. 2,3 Triliun rupiah.12 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah 

memberikan putusan terkait kasus ini. Hakim menyatakan terdakwa Irman dan 

Sugiharto telah jelas terbukti bersalah atas tindakan mereka yang merugikan negara 

melalui pengadaan proyek E – KTP. Mengingat kedua terdakwa berstatus Justice 

Collaborator yang membantu penegak hukum dalam mengumpulkan bukti - bukti 

yang mengungkap praktik korupsi ini, maka hakim menjatuhkan hukuman kepada 

Irman berupa pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar lima ratus juta 

rupiah, sedangkan Sugiharto dijatuhi pidana penjara selama lima tahun dan denda 

sebesar empat ratus juta rupiah.13 

Esensi status Justice Collaborator yang dimana membuat Terdakwa 

mendapatkan perlakuan khusus, namun ditemukan kejanggalan dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018 yang dimana bagi pelaku yang telah 

ditetapkan menjadi Justice Collaborator ternyata diberikan penjatuhan pidana lebih 

                                                             
12 Ibid, hlm. 100 
13 Arifah Wulan Sari, Muhammad Rustamji, “Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim Dan 

Ketentuan Perundang – Undangan Terkait Justice Collaborator Dalam Perkara E-KTP Irman Dan 

Sugiharto”, Jurnal Verstek : Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 08, No. 03, 2020, 

https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/47041, Diakses pada tanggal 4 September 2024. 

https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/47041
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berat. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018, ditetapkan 

bahwa hukuman terdakwa Irman dan Sugiharto yang telah berstatus Justice 

Collaborator harus ditambah. Hasilnya, masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman 

lima belas tahun penjara dan denda Rp. 500.000,00.14 Hal ini bertentangan dengan 

ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Secara khusus, Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa saksi yang juga merupakan 

tersangka dalam perkara yang sama tidak dapat dibebaskan setelah dinyatakan 

bersalah, tetapi keterangannya dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan 

pidana, sehingga dapat mengakibatkan hukuman yang lebih ringan. 

Pada hal ini Hakim Mahkamah Agung memiliki pandangan yang membuat 

pertimbangan dalam perkara ini. Hakim berpendapat bahwa terdapat kekeliruan dalam 

putusan judex facti yang membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama, dengan alasan 

jaksa penuntut umum telah menyusun dakwaan alternatif dan seharusnya judex facti 

memilih dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta persidangan.15 Mengingat 

keadaannya, dakwaan pertama harus dipertimbangkan oleh judex facti. Judex facti 

mempertimbangkan komponen-komponen kejahatan dalam dakwaan kedua jika unsur-

unsur dakwaan pertama tidak dapat dibuktikan. 

Dengan pertimbangan Hakim tersebut, maka telah dinyatakan bahwa adanya 

kekeliruan dalam penerapan hukum yang telah terjadi di Pengadilan Tingkat Pertama 

                                                             
14 Ibid, hlm. 103 
15 Ibid, hlm. 104 



12 
 

 
 

pada terdakwa Irman dan Sugiharto yang telah meringankan hukuman karena 

kedudukan kedua terdakwa tersebut telah menjadi Justice Collaborator dan 

memberikan hukuman baru yang menyebabkan hukuman pidana bagi terdakwa Irman 

dan Sugiharto menjadi masing – masing 15 Tahun penjara. Sesuai dengan uraian di 

atas, cukup menarik untuk menganalisis hal tersebut yang mana adanya 

ketidakharmonisan antara putusan Hakim Mahkamah Agung dengan Undang – 

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 10 

ayat (2). Dengan hal ini, maka terbentuk skripsi dengan judul : “Analisis Pembatalan 

Status Justice Collaborator Pada Tingkat Kasasi Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 430k/Pid.Sus/2018” 
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, terbentuk rumusan 

masalah yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada Pengadilan 

tingkat kasasi yang memberatkan hukuman pidana kepada Terdakwa 

yang sudah di putus pada Pengadilan Negeri Jakarta? 

2. Apa pertimbangan hukum oleh Hakim yang menjadi alasan bagi Hakim 

Mahkamah Agung untuk mendiskualifikasi Justice Collaborator 

terdakwa pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang dan rumusan masalah dalam 

penulisan ini, maka tujuan dengan dibuatnya penulisan hukum ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis  pertimbangan Hakim Mahkamah 

Agung pada Pengadilan tingkat kasasi yang memberatkan hukuman 

pidana kepada Terdakwa yang sudah di putus pada Pengadilan Negeri 

Jakarta. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh Hakim 

yang menjadi alasan bagi Hakim Mahkamah Agung untuk 

mendiskualifikasi Justice Collaborator terdakwa pada putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018. 
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D. Manfaat Penelitian  

Dari rangkaian latar belakang, rumusan, tujuan penelitian  maka akan 

diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini dapat memberikan   

wawasan lebih luas dalam pengetahuan yang khususnya pada ilmu 

hukum pidana yang pada penulisan ini berkaitan dengan Justice 

Collaborator.  

b. Penulis memiliki harapan dengan dibuatnya karya tulis ilmiah bisa 

dijadikan referensi dalam menambah ilmu bagi para aparat penegak 

hukum di kemudian hari. 

2. Manfaat Praktis 

a. Secara praktis diharapkan dengan dibuatnya karya tulis ilmiah ini 

menjadi bentuk saran dan masukan bagi para aparat penegak hukum 

untuk lebih menjelaskan mengenai penerapan Justice Collaborator 

bagi terdakwa yang sesuai dengan Undang – Undang. 

b. Karya Tulis Ilmiah ini merupakan syarat bagi Penulis agar dapat 

menyelesaikan studi program sarjana pada Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini mencangkup pada 

unsur – unsur seorang terdakwa yang dinyatakan ber posisi sebagai Justice 

Collaborator yang sesuai dengan isi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 10 ayat (2). Setelah itu 

Penulis akan menganalisa mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung 

dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 

430k/Pid.Sus/2018. 

 

F. Kerangka Teori 

1.  Teori Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) 

pertimbangan hakim adalah suatu dalil/alasan hakim untuk 

melakukan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebagai pertimbangan 

hukum yang mandasar sebelum hakim memutus suatu perkara.16 

Pertimbangan hakim waktu memutus suatu perkara melihat berbagai aspek 

yang ada, diantaranya mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan juga kultur 

yang ada yang dapat menjadi acuan hakim untuk masa yang akan datang 

pada kasus yang sama. Secara umum peran dari Ratio Decidendi adalah 

                                                             
16 Missleini, Evi Retno Wulan. “Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 

813K/Pid2-23”. Universitas Narotama Surabaya. Vol 10, No. 01, hlm. 186, 2024, 

https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/5828/4333/  Diakses pada tanggal 3 

September 2024 

https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/5828/4333/
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untuk memberikan pokok pikiran dalam suatu permasalahan hukum.17 

Teori ini menjadi suatu bagian yang tidak dapat dikesampingkan karena 

teori ini dapat mengetahui dasar pertimbangan dari suatu putusan yang 

hakim buat. Fungsi Ratio Decidendi pada dunia peradilan sangat penting 

yang dimana menjadi wadah dalam menyatakan pemikiran terkait 

permasalahan hukum yang timbul di masyarakat. Kedudukan ratio 

decidendi dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, ratio 

decidendi mendasari adanya suatu putusan artinya, ratio decidendi dapat 

diikuti oleh pengadilan - pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu, ratio decidendi memiliki kedudukan yang kuat dalam 

menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara 

jelas dan akurat. Ratio Decidendi dapat memberikan panduan secara jelas 

bagi para pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan 

dan konsistensi sistem hukum.18 

Hakim pada saat menjatuhkan suatu putusan harus dengan 

transparan dan membuat pertimbangan yang diikuti dengan logika, nalar 

dan ilmiah sesuai dengan fakta yang terjadi di dalam persidangan yang 

dimana fakta – fakta tersebut dikuatkan dengan adanya alat bukti yang 

ditampilkan di ruang persidangan. Hakim juga harus selalu melakukan 

                                                             
17 Muh.Rizal Ibid. Hlm.142 
18 Setiyono, Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cet. 

I. (Malang : Banyumedia Publishing, 2013), Hlm. 78  
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perbandingan dengan kejadian hukum yang telah terjadi di masa lampau 

dan dibandingkan dengan masa kini agar bertujuan untuk terlahirnya suatu 

kesimpulan yang jelas dan tidak cacat. Hakim dalam membuat suatu 

putusan juga harus mengesampingkan kepentingan privat dibandingkan 

publik yang memiliki dampak jika hal itu terjadi maka akan terjadi suatu 

ketimpangan hukum yang akan melahirkan cacatnya sistem hukum. 

Dengan menerapkan teori ini, penulis dapat memperoleh gambaran 

mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah 

Agung dalam menjatuhkan pidana lima belas tahun penjara dan denda lima 

ratus juta rupiah kepada terdakwa Irman dan Sugiharto dalam putusan 

Mahkamah Agung nomor: 430k/Pid.Sus/2018.19 

 

2. Teori Penyertaan (Deelneming) 

Seorang individu, dan bukan beberapa, merupakan subjek tindak 

pidana dalam rumusan hukumnya. Namun, tidak jarang banyak individu 

terlibat dalam tindak pidana; hal ini dikenal sebagai "Deelneming" dalam 

konteks hukum. Istilah "deelneming" mencakup semua jenis partisipasi atau 

                                                             
19 Ibid, hlm. 104 
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keterlibatan mereka yang secara mental atau fisik siap untuk melakukan 

tindak pidana secara individu.20 

Siapa pun yang dengan sengaja ikut serta dalam melakukan 

kejahatan dianggap "ikut serta dalam melakukan" menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Dalam pengertian aslinya, "ikut serta dalam 

melakukan" menunjukkan bahwa semua yang terlibat telah melakukan 

sesuatu yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan tersebut.21 

Apabila ada beberapa subjek hukum, dalam hal ini individu yang 

terlibat dalam suatu tindak pidana, maka asas partisipasi (deelneming) akan 

berlaku. Oleh karena itu, perlu ditentukan siapa yang bertanggung jawab 

atas tindak pidana tersebut apakah mereka terlibat secara langsung atau 

tidak langsung. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

a) Yang melakukan; 

b) Yang menyuruh; 

c) Yang turut melakukan; 

d) Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan; 

e) Yang membantu melakukan.  

                                                             
20 Ike Indra, “Pembantuan Dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Perkosaan Anak”, 

Media Iuris, Universitas Airlangga, Vol. 01, No. 02, hlm. 284, 2018, https://e-

journal.unair.ac.id/MI/article/view/8831 Diakses pada tanggal 4 September 2024 
21 Ibid, hlm. 287 

https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/8831
https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/8831
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Teori penyertaan membantu penulis dalam mengetahui hukuman yang 

sewajarnya diberikan oleh satu orang atau lebih di saat satu orang atau lebih 

tersebut melakukan tindak pidana yang ter khususnya pada kasus korupsi. 

3. Teori Pembuktian 

Sebagai bagian dari hukum acara pidana, bukti menggambarkan 

berbagai bentuk bukti yang dapat diterima, alasan di balik ketergantungan 

hukum pada bukti, persyaratan untuk menyajikan bukti, dan kewenangan 

hakim untuk menerima atau menolaknya.22 

Pembuktian memiliki peran penting dalam menemukan kebenaran 

dalam bentuk materiil pada proses pemeriksaan perkara pidana. Hakim pada 

hal ini harus memperhatikan kepentingan terdakwa dan juga kepentingan 

masyarakat. Kepentingan masyarakat dalam hal ini membuat Hakim harus 

memperlihatkan sikap yang tegas dalam pemberian hukuman kepada 

terdakwa yang akan menimbulkan keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas 

di masyarakat. Lain halnya dengan kepetingan terdakwa yang dalam hal ini 

Hakim harus memperlakukan terdakwa secara adil yang berlandaskan asas 

Presumption of Innocence yang berpengaruh kepada terdakwa mengenai 

hukuman yang di berikan oleh Hakim harus seimbang sesuai dengan apa 

yang terdakwa perbuat. 

                                                             
22 Hari Sasangka dan Lily Rosita, “Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana”, Cet 1 

(Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 22 
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Pada pembuktian pidana memiliki prinsip – prinsip yaitu:23 

a) Hal – hal yang dimuat pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara 

Pidana; 

b) Kewajiban seorang saksi; 

c) Satu saksi bukan saksi (unus testis nulus testis); 

d) Tetap menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum untuk 

menetapkan kesalahan terdakwa, meskipun terdakwa mengakui 

perbuatannya; 

e) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya. 

Pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana tanpa dua alat bukti 

yang sah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 183 Kitab UU Hukum Acara 

Pidana.24 Pasal 184 ayat (1) Kitab UU Hukum Acara Pidana  menjabarkan 

batasan mengenai alat bukti yang diantaranya: 

a) Keterangan saksi; 

b) Keterangan ahli; 

c) Surat; 

d) Petunjuk; 

e) Keterangan Terdakwa. 

                                                             
23Leden Marpaung, “Proses Penanganan Perkara pidana : Penyelidikan & Penyidikan” Cet 

1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hlm. 28  
24 Ibid, hlm. 30 
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Teori pembuktian dapat membantu penulis dalam memahami bukti – 

bukti apa saja yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

430k/Pid.Sus/2018 yang menjadikan barang dan alat bukti tersebut menjadi 

bagian dari pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

430k/Pid.Sus/2018. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum normatif merupakan metodologi yang digunakan untuk 

menyusun tesis ini. Penelitian dalam bidang hukum ini, menurut Soejono 

Soekanto, sering kali diawali dengan penelusuran pustaka dan peraturan 

perundang-undangan yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan 

pemeriksaan sumber pustaka atau data sekunder yang relevan.25 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum yudiris 

normatif, yaitu pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus.  

a) Metode Pendekatan Perundang – Undangan (Statue Approach) 

                                                             
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, Penelitian Hukum Normatif , ( PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008),  hlm.1 
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Pendekatan perundang – undangan ini memiliki tujuan untuk dapat 

menganalisis penerapan Justice Collaborator di Indonesia dan 

mengetahui beberapa UU yang mengatur mengenai Justice Collaborator 

itu sendiri.26 

b) Metode Pendekatan Kasus (Case Aprroach) 

Pendekatan ini juga menggunakan kasus yang pernah di tangani oleh 

praktisi dengan meneliti berbagai putusan pengadilan yang sudah 

berkualifikasi yurisprudensi agar bermanfaat pada perkara yang kongkret 

yang sedang di hadapi. Penelitian ini akan menjadi penelitian akademis 

jika dilakukan pengkajian mengenai puutusan pengadilan dimanfaatkan 

landasan teoritisnya, misalnya seperti asas hukum, konsep hukum, 

adagium hukum.27 

Kedua pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Undang – Undang 

yang terkait dengan permasalahan hukum yang pada hal ini bahan studinya 

adalah putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Data primer yang digunakan untuk menyusun penelitian ini berasal dari 

sumber sekunder, seperti teks hukum yang dikumpulkan di perpustakaan. 

Data primer yang telah divalidasi dan disajikan dengan baik dikenal sebagai 

                                                             
26 Ibid, hlm. 3 
27 Ibid, hlm. 5 
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data sekunder. Penelitian ini akan memanfaatkan sumber primer dan sekunder 

dari literatur hukum. 

a) Bahan Hukum primer 

Peraturan perundang-undangan menyediakan sebagian besar sumber 

hukum yang dijadikan rujukan untuk penelitian ini. Bahan-bahan ini meliputi: 

1) Kitab UU Hukum Pidana; 

2) U No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LN No. 76 Tahun 1981. 

TLN. No. 3209; 

3) UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. No. 134 Tahun 2001. 

TLN. No. 4150; 

4) UU No 31 Tahun 2014 jo. UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban, LN. No. 293 Tahun 2014. TLN. No. 5602; 

5) Surat Edaran Mahkamah Agung Keempat Tahun 2011 tentang Perlakuan 

Terhadap Kolaborator Hukum dan Whistleblower dalam Kasus Pidana 

Terkait; 

6) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder  yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

diantaranya yaitu artikel hukum, ulasan hukum, dan jurnal – jurnal yang 

relevan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian. 

c) Bahan Hukum Tersier 
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Bahan Hukum Tersier ini menjadi pelengkap dari 2 bahan hukum di 

atas. Seperti : Kamus-kamus hukum, KBBI, ensiklopedia,majalah,jurnal, 

serta segala informasi yang terbaru dan punya kaitan erat dengan 

permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.28 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penulis menggunakan Metode Pengumpulan data yang dimana di 

dapatkan melalui buku, jurnal, dan berbagai sumber yang dapat membantu 

penulis dalam membuat karya tulis ilmiah ini.  

 

5. Metode Analisa Bahan hukum 

Penulis pada penelitian ini menggunakan metode analisa yang bersifat 

deskriptif dan kualitatif yang dimana metode ini membantu penulis dalam 

mendapatkan data yang akan memberikan suatu konklusi.  

 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis gunakan adalah 

metode induktif yang mana metode induktif adalah metode penarikan 

kesimpulan yang dilakukan kepada suatu hal yang memiliki sifat umum 

                                                             
28 Ibid, Hlm.126 
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terhadap sejumlah data spesifik dan kemudian menyimpulkan suatu 

pernyataan umum. 
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